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ABSTRACT 
 
In Law No. 9/2016 on Prevention and Handling Financial System Crisis of 
Systemic Effect, it is stated that filing for bankruptcy cannot be made by a non-
performing Bank because it will affect national economic system, but it can be 
made by a non-performing Bank which does not have any systemic effect on 
national economic system. This is one of the indicators of a Bank which can file 
for bankruptcy in Indonesia. Based on the analysis on the role of Bank of 
Indonesia when legal standing of filing for bankruptcy by a certain Bank is shifted 
to the Financial Service Authority, it is necessary to consider the status of the 
Bank, whether it has systemic effect when it files for bankruptcy or not. The 
Financial Service Authority can be asked to consider or coordinate with Bank of 
Indonesia in determining systemic effect of a certain Bank as far as Bank of 
Indonesia still has its authority in macro-prudentials. 
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I. Pendahuluan 
Lembaga perbankan sebagai institusi utama dalam perkembangannya 
memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan 
fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang 
berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.
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Sebagai salah satu fungsi utama bank yakni penyaluran dana bagi yang 
membutuhkan, hal ini memberikan arti bahwa sebagaian besar aset yang dimiliki 
industri perbankan disalurkan kepada debitor. Apabila dana yang disalurkan oleh 
bank tidak dapat dikembalikan oleh debitornya, maka bank tentunya tidak akan 
mampu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditornya. Akibatnya, bank dapat 
mengalami default dan pada akhirnya dapat meningkatkan risiko sistemik pada 
keseluruhan sistem perbankan. 
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Dalam hal kepailitan, dibandingkan dengan badan usaha lainnya bank 
memiliki karakteristik yang khusus. Hal tersebut dikarenakan hanya Bank 
Indonesia saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank.
2
 
Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) merupakan bank sentral Republik 
Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur 
tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang 
secara tegas diatur dalam undang-undang yang telah mengaturnya.
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BI selaku otoritas utama dalam permohonan kepailitan terhadap bank 
sebagai kunci dalam pelaksanaan konflik utang piutang atau dalam perkara 
kepailitan. Akibatnya kewenangan BI cukup besar peranannya dalam kepailitan 
yang melibatkan bank dimana bank sebagai debiturnya, dan sejauh mana dalam 
pengajuan kepailitan bank. Sehingga dalam mengajukan permohonan kepailitan 
sebuah bank, BI memiliki indikator menetapkan kepailitan sebuah bank, demi 
melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang berhubungan erat dengan 
bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 
Di Indonesia pengaturan kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Persyaratan kepailitan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikesampingkan oleh Pasal 
2 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan “dalam hal Debitor adalah bank, 
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.” Lalu, 
dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan:“....Pengajuan 
permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya   merupakan kewenangan 
Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan 
dan kondisi perbankan secara keseluruhan, ....” 
Pemberian hak khusus oleh Undang-Undang Kepailitan untuk tidak dapat 
dipailitkan langsung oleh krediturnya lebih didasarkan pada pertimbangan 
pentingnya bank dalam sauatu masyarakat modern serta tingginya sensitifitas dari 
lembaga perbankan terhadap kesehatan aktivitas atau stabilitas pertumbuhan 
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perekonomian yang bila terganggu akan juga sangat berhubungan dengan 
stabilitas politik sebuah negara.
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Saat ini kewenangan pengawasan bank telah dialihkan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sehingga dengan terbentuknya OJK 
maka lembaga tersebut dapat diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan 
pernyataan pailit terhadap bank karena lembaga tersebut yang mengetahui kondisi 
bank apakah insolven atau tidak, serta apakah bank tersebut telah menjalankan 
prinsip kehati-hatian dan lembaga yang diberi kewenangan tersebut harus 
menjalankan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang serta kreditor 
sebagai pihak yang berhak memperoleh pemenuhan dari kontrak.
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Lembaga OJK dibentuk untuk memenuhi amanat dari pasal 34 Undang-
Undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
6
 yang tugas pokoknya untuk melakukan 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap bank-bank dan 
perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana 
pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan 
lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu 
lembaga ini bersifat independen, maka dalam menjalankan tugas, kedudukannya 
berada diluar institusi pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). 
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang diundangkan  pada tanggal 22 
November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula 
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berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam  
penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan 
lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi 
dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif 
dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga 
dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.
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Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan 
tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang 
berkaitan dengan microprudential, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki 
tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal 
tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara 
independen oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan microprudentialdan 
macroprudential akan sangat berkaitan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa 
Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki "hubungan khusus" dengan Bank 
Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.
8
 
Dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, “dalam 
hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan 
likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan 
segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk mengetahui langkah-langkah 
sesuai dengan kewenangan Bank indonesia”. 
Koordinasi merupakan kunci untuk menciptakan perbankan nasional yang 
sehat dan aman guna menghindarkan sebuah bank dari resiko sistemik. Walaupun 
demikian, setidaknya melalui koordinasi dapat meminimalisir kendala-kendala 
yang membuat terhambatnya sistem perbankan. Apalagi koordinasi antar lintas 
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instansi di Indonesia, meski sudah dirasakan membaik masih lebih banyak yang 
merupakan mimpi.
9
 
Pentinganya menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan 
nasional menjadikan koordinasi antara BI dan OJK merupakan tuntutan yang 
tidak bisa ditawar-tawar pada era pasar finansial yang semakin memburuk saat ini 
terutama dalam dunia perbankan yang berhubungan dengan kepailitan. 
Penelitian ini akan menggunakan dua teori hukum yaitu teori kemanfaatan 
dan teori kepastian hukum, dimana menurut mazhab utilitas 
(kemanfaatan/kegunaan) bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk 
menciptakan kemanfaatan atau kebahagian masyarakat. Sedangkan teori kepastian 
hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan 
sosiologis. Kepastian hukm secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 
artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia 
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 
menimbulkan konfilk norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian 
aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 
Dari pemaparan diatas, jelas tampak irisan antara Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan kepailitan bank. Dimana dalam 
Undang-Undang Kepailitan disebutkan, jika dalam permohonan pailit debitor 
adalah bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 
Sedangkan setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011 pengawasan 
lembaga keuangan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (dalam hal ini 
dikhususkan bank), termasuk dalam hal kepailitan (pasal 41 (2) Undang-Undang 
Otoritas Jasa Keuangan). 
Penelitian ini menjadi penting sebagai ide perspektif hukum dalam upaya 
pemikiran yakni menguraikan kekhususan kepailitan terhadap bank yang 
merupakan kewenangan dari Bank Indonesia dikaitkan dengan keberadaan 
Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memajukan perekonomian nasional. 
                                                          
9
 Priyanto B. Nugroho, “OJK dan Skandal Korupsinya di Korea Selatan”, 
http://luarnegeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya-di-koreaselatan/, 
diakses tanggal 4 April 2016. 
6 
 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, merupakan hal menarik untuk 
dikaji dan kemudian penelitian ini diberi judul “Kedudukan Bank Indonesia 
Sebagai Pemohon Pailit Bank Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan”. 
 
II. Metode Penelitian 
Penelitian mengenai “Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Pemohon Pailit 
Bank Setelah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan” merupakan penelitian hukum 
normatif, karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan aturan-aturan hukum 
yang dapat memberikan kejelasan mengenai permohonan pailit terhadap bank. 
Selanjutnya karena kekhususan kepailitan terhadap bank maka akan dianalisis 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Perbankan dan 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder  dan terbagai 
atas:
10
  
a. Bahan Hukum Primer, yaitu norma atau kaidah dasar yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
masalah penggabungan.  
b. Bahan hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer; 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus 
bahasa indonesia, kamus hukum, Kamus Bahasa Asing, ensiklopedia dan lain 
sebagainya.
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan guna 
memperoleh data sekunder.  Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah 
analisis kualitatif. 
 
III. HASIL PEMBAHASAN 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan 
Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut: 
“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan 
dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. 
Undang-Undang Kepailitan telah memberi “hak khusus” bagi Bank 
Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas pengajuan kepailitan pada bank. 
Hal ini sangat beralasan karena bank sebagai lembaga perantara yang 
mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali, apabila telah 
memiliki izin usaha, bukan lagi pemilik pegang saham, akan tetapi juga milik 
masyarakat. Dalam rangka pemberian hak khusus tersebut harus dilakukan secara 
proporsional, sebab dari hal inilah sering kali timbul permasalahan kerena dalam 
kenyataanya bank-bank di Indonesia “kebal pailit”. 
Pertimbangan diberikannya hak khusus kepada Bank Indonesia sebagai 
pemohon pailit bank adalah dikarenakan bank memiliki krakteristik yang khusus 
jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Jika dalam prakteknya bank dapat 
dengan mudah diajukan pailit, maka situasi bank panic dan rush pada bank akan 
sering muncul, hal ini akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada bank 
akan berkurang sehingga masyarakat menarik dananya dari suatu bank yang 
diajukan pailit secara bersama-sama. Keadaan seperti ini akan berpengaruh 
kepada bank lainnya, yang akan mengakibatkan terganggunya perekonomian 
secara nasional. 
Wewenang Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit diatur 
dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menyatakan  “Dalam hal 
debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 
Bank Indonesia”. 
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Dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK diatur mengenai tugas OJK, yaitu : 
“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 
a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.12 
Setelah diundangkannya Undang-Undang OJK, peralihan kewenangan 
tersebut secara efektif berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012 dari Menteri 
Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan 
lainnya.
13
 Sedangkan peralihan dari Bank Indonesia ke OJK untuk fungsi, tugas 
dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 
perbankan mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2013.
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Otoritas Jasa Keuangan dalam hal melakukan pengawasan perbankan tetap 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BI yang merupakan Bank Sentral di 
Indonesia yang tata cara koordinasinya diatur bersama antara OJK dan BI.
15
 
Artinya walaupun sebagian wewenang dari BI telah beralih kepada OJK, masih 
ada hubungan secara terintegrasi antara BI selaku Bank Sentral dengan  OJK 
selaku lembaga pengawas disektor jasa keuangan mengenai kewenangan 
pengawasan di sektor perbankan. 
Mengenai pengajuan permohonan pailit terhadap bank masih tetap 
mengacu pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan disebutkan 
bahwa BI berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bank karena 
semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan 
secara keseluruhan. Hal tersebut dipertegas bahwa dalam Undang-Undang OJK 
maupun di dalam ketentuan penutup Undang-Undang Penutup OJK tidak ada 
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terdapat pengalihan kewenangan mengenai permohonan pernyataan pailit suatu 
bank. 
Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Tetap Berada Pada Bank 
Indonesia dengan pertimbangan : 
a) Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang Belum Diubah. 
b) Bank Indonesia Merupakan Bank Sentral. 
c) Bank Indonesia Sebagai Lender Of The Last Resort 
d) Untuk Menjaga Kepentingan umum 
Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami 
kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha 
bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya 
permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang 
tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang 
sehat. Ini berarti bank yang tidak bermasalah adalah bank yang kegiatan usahanya 
berkembang  secara  wajar,  tanpa  mengalami  kesulitan  yang  berarti  dalam segi 
permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas.
16
 
Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Sitem Keuangan bank gagal berdampak sistemik merupakan 
bank yang tidak dapat diajukan permohon pailit, karena akan berdampak pada 
sistem perekonomian secara nasional. Sedangkan bank gagal tidak berdampak 
sistemik dapat diajukan permohonan pailit karena tidak mempunyai pengaruh 
pada perekonomian secara nasional. Hal ini merupakan salah satu indikator bank 
dapat diajukan permohonan pailit oleh Indonesia. 
Bank Gagal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bank Gagal yang 
berdampak sistematik dan Bank Gagal yang tidak berdampak sistematik. Bank 
Gagal dikatakan berdampak sistematik apabila kegagalan bank memiliki dampak 
luar biasa terhadap perbankan secara nasional sehingga pada gilirannya akan 
menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain. Sedangkan Bank Gagal 
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dikatakan tidak berdampak sistematik apabila kegagalan bank tersebut tidak 
menimbulkan dampak terhadap bank lain. 
Metodologi pengukuran dampak sistemik terhadap perekonomian negara, 
berbeda-beda. BI setidaknya mengukur dengan lima keterkaitan, yaitu: sistem 
pembayaran, pasar keuangan, kepercayaan publik (ekonomi moneter, perbankan, 
sosial, dan politik), lembaga keuangan lain, dan sektor riil. Sementara, negara-
negara Uni Eropa mengaitkan empat hal, yaitu: ekonomi moneter, perbankan, 
sosial, dan politik. Metodologi BI bisa dikatakan setara dan lebih lengkap karena 
memperhitungkan faktor kepercayaan publik, terutama dari sisi sosial dan 
politik.
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Pasal 20 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Sitem Keuangan menjadi acuan untuk mencari jalan keluar 
terhadap bank bermasalah berdampak sistemik. Dimana dalam penyelamatan bank 
gagal berdampak sistemik digunakan sistem baru yaitu bail-in. 
Sedangkan untuk jalan keluar bank gagal tidak berdampak sistemik mengacu 
pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sitem Keuangan. 
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) mempunyai 
satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara nilai rupiah. Untuk mencapai 
tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan bidang 
tugasnya, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank. Ketiga 
bidang tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
18
 
Dalam kepailitan bank secara keseluruhan peran Bank Indonesia dapat 
dikatakan tidak sentral, karena setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan 
pengawasan individual bank tidak lagi berada pada otoritas Bank Indonesia. Hal 
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ini menyebabkan perlunya koordinasi kelembagaan antara Bank Indonesia dengan 
Otoritas Jasa Keuangan. 
Ditambah lagi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 
tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sitem Keuangan, dimana terdapat 
Komisi Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas untuk mencegah terjadinya 
krisis keuangan di Indonesia dengan tujuan agar tidak terjadi bank panic. 
Berdasarkan analisis peran BI ketika legal standing permohonan 
pernyataan pailit terhadap bank tetap berada pada wewenang Bani Indonesia, OJK 
hanya sebagai pemberi pertimbangkan status bank apakah memiliki dampak 
sistemik ketika bank tersebut dimohonkan pernyataan pailit. Karena seperti yang 
telah dijelaskan pada sub bab pengaturan substansial bahwa bank yang dapat 
dimohonkan pernyataan pailit adalah bank yang tidak berdampak sistemik. 
Sehingga OJK dalam hal ini dapat meminta pertimbangan atau berkoordinasi 
dengan BI dalam penentuan dampak sistemik suatu. Hal ini berdasar bahwa BI 
masih memiliki kewenangan di bidang macropudentials. Sehingga kepastian 
hukum tentang kewenangan untuk mempailitkan bank ada di BI sedangkan OJK 
hanya dapat memberikan pertimbangan status bank apakah memiliki dampak 
sistemik.  
Ketidakpastian hukum pada permohonan kepailitan bank akan mengakibat 
kekacauan pada perekonomian secara nasional, hal inilah yang dijawab oleh teori 
kepastian, yaitu pemegang wewenang pengajuan permohan pailit bank adalah 
Bank Indonesia. Dimana tidak adanya pengaturan permohoan kepailitan bank 
dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan masih belum adanya revisi 
terhadap Undang-Undang Kepailitan khususnya terhadap Pasal 2 ayat (3). 
Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum yang berasal dari ajaran 
Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia 
hukum, yang cenderung melihat hukum  sebagai sesuatu yang otonom, yang 
mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan 
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin 
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum 
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dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. 
Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 
untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk 
kepastian.
19
 
Ketidakpastian hukum pada permohonan kepailitan bank akan mengakibat 
kekacauan pada perekonomian secara nasional, hal inilah yang dijawab oleh teori 
kepastian, yaitu pemegang wewenang pengajuan permohan pailit bank adalah 
Bank Indonesia. Dimana tidak adanya pengaturan permohoan kepailitan bank 
dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan masih belum adanya revisi 
terhadap Undang-Undang Kepailitan khususnya terhadap Pasal 2 ayat (3). 
Berdasarkan analisis dengan berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 
tentang PPKSK semakin menguatkan posisi suatu bank sebagai lembaga 
intermediasi. Bank dapat dimohonkan pailit sesuai ketentuan Perundang-
undangan, namun keberadan suatu bank sangat mempengaruhi perekonomian 
negara secara keseluruhan, sehingga pengajuan permohonan pailit suatu bank 
melalui proses yang panjang dan sulit. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Kewenangan pangajuan permohonan pailit bank setelah diundangkannya 
Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan tetap berada pada Bank 
Indonesia, dimana pertimbanganya adalah pertama Undang-Undang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih berlaku 
khususnya Pasal 2 ayat (3), kedua Bank Indonesia merupakan Bank Sentral 
yang memiliki tugas dan wewenang menjaga stabilitas moneter secara 
nasional, ketiga Bank Indonesia sebagai Lender of The Last Resort, dan 
keempat untuk menjaga kepentingan umum agar tidak mudah terjadi bank 
panic dan rush jika kewenangan permohonan pailit bank diberikan kepada 
kreditor. 
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2. Pengajuan permohonan pailit suatu bank oleh Bank Indonesia berdasarkan 
analisis ketika bank mengalami kesulitan keuangan, pada prinsipnya tidak 
memiliki standart yang baku dalam menentukan indikator suatu bank dapat 
diajukan pailit oleh Bank Indonesia. Namun dengan diundangkannya 
Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Krisis Sistem Keuangan, bank yang dapat diajukan permohonan pailit adalah 
bank gagal tidak berdampak sistemik. Kegagalan sebuah bank bisa 
memberikan dampak secara psikologis kepada masyarakat, sehingga 
menimbulkan dorongan untuk mengamankan dana-dana yang dimiliki 
masyarakat pada bank-bank lain sehingga terjadi bank panic dan rush.  
Kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak sistemik yang memicu 
ketidak stabilan moneter dan menyebabkan terjadinya krisis moneter. Hal 
tersebut sesuai dengan teori utilitarian.  
3. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam 
permohonan pailit Berdasarkan analisis peran BI ketika legal standing 
permohonan pernyataan pailit terhadap bank tetap berada pada Bank 
Indonesia. OJK hanya memberi pertimbangkan status bank apakah memiliki 
dampak sistemik ketika bank tersebut dimohonkan pernyataan pailit. Karena 
pengaturan substansial bahwa bank yang dapat dimohonkan pernyataan pailit 
adalah bank yang tidak berdampak sistemik. Sehingga OJK dalam hal ini 
dapat memberi pertimbangan atau berkoordinasi dengan BI dalam penentuan 
dampak sistemik suatu bank gagal. Hal ini berdasar bahwa BI masih memiliki 
kewenangan di bidang macropudentials. Sehingg a kepastian hukum tentang 
kewenangan untuk mempailitkan bank ada di bank Indonesia sedangkan OJK 
hanya memberikan pertimbangan status bank apakah memiliki dampak 
sistemik atau tidak. 
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B. SARAN 
1.  Diharapkan adanya Peraturan Pemerintah yang menegaskan tentang pengajuan 
permohonan pailit suatu bank berada pada otoritas Bank Indonesia. Karena 
pada praktenya bank yang dapat dimohonkan pailit harus melalui proses yang 
sulit dan panjang. 
2. Diharapkan adanya Undang-Undang atau Peraturan Internal Bank Indonesia 
yang mengatur tentang indikator bank bermasalah yang dapat diajukan 
permohonan pailit. 
3. Diharapkan adanya regulasi khusus antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank 
Indonesia tentang koordinasi dalam hal mengajukan permohonan pailit suatu 
bank untuk menjamin adanya kepastian hukum. 
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